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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman
transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang
dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan
kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan

Arab
| Alif Tidak Tidak dilambangkan

dilambangkan
<@ Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Ja J Je
z Ha H Ha (dengan titik di
bawah)

z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er




D Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdan Ye
o= Sad S Es (dengan titik di
bawah)
o= Dad d De (dengan titik di
bawah)
Lk Ta T Te (dengan titik di
bawah)
L Za z Zet (dengan titik di
bawah)
‘Ain ‘ Koma di atas terbalik
Ga G Ge
s Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
&l Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
O Nun N En
K Waw W We
° Ham H Ha
3 Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y Ye
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Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
4% 2aal : ditulis Ahmadiyyah
2. Ta’ Marbutah
a. Transliterasi Ta marbutah hidup atau harakat

fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis
dengan “t” atau “h”
Contoh: _kill 3\S 5 Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri
b. Transliterasi Ta marbutah
mati dengan “h”
Contoh: 4alk : Talhah
Jika Ta marbutah diikuti kata sandang “al”” dan

bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta marbutah tu

ditransliterasikan dengan “h”

Contoh; 4all 4 5, 1 Raudah al-Jannah

c. Biladimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

d. 4cles:ditulis Jama’ah. Bila dihidupkan karena

berangkai dengan kata lain, ditulis t
A daxs : ditulis Ni‘matullah
kil 38 5 Zakat al-Fitri
3. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a.  Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vii



NO | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
LY S Fattah a a
Kasrah i I
Dammah u u
Contoh:
S — kataba <« - yazhabu
Jas —su’ila 83— zukira
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:
NO Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1. - Fattah dan ya ai ai
(&
2. s Fattah dan waw au au
Contoh:
S — kaifa Js~ —haula
c. Vokal Panjang (Maddah)
NO | Tanda Nama Huruf Latin Nama
Vokal
1. AL fattah dan alif a a bergaris atas
2. s fattah dan alif a a bergaris atas
layyinah

viii




i bergaris atas

=1

kasrah dan ya’

LA NES

dammah dan waw a u bergaris atas

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

Contoh:

i Tuhibbiina
y Al-Insan
Jé : gila

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan
dengan Apostrof

il : ditulis aantum

Euise s ditulis mu annas

5. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah

yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan
(idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
b. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan

C. Masya’ Allah kana wa malam yasya’ lam yakun.

d. Billah ‘azza wa jalla



e. Jika diikuti hurud Qomariyah di tulis al-
Contoh:
ol all
Di tulis di al Qur’an
f. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti
dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
Contoh:

4l ditulis as-Sayyi’ah

6. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf

yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

2ass :Muhammad
25 al-Wudd

7. Kata Sandang “J”
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf

syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

ol ditulis al-Qur 'an

8. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf

kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan
penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf
kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”,
dll.



Contoh:

SIoal sl al-Imam al-Gazali

SBal adl » al-Sab 'u al-Masani
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf
kapital tidak digunakan.
Contoh:

A (e yuai : Nasrun Minallahi

'M;)A'Y\ 4 Lilhi al-Amr jamia

B

9. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas () atau

apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika
hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya
ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

ol asle ¢ba): Thya’ ‘Ulum al-Din

10. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,
karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga

dengan kata lain yang mengikutinya.
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Contoh :

SN sl U )5 - wa innallaha lahuwa khair al-Razigin
11. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
g. Ditulis kata per kata, atau

h. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut
ay) . : ditulis syaikh al-Islam atau
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ABSTRAK

Sidig, Aryo. 2025. Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk
Kepentingan Nasional. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi
Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Agung Barok
Pratama, M.H.

Penyediaan tanah untuk pembangunan nasional merupakan
kebijakan strategis yang tak terelakkan dalam upaya percepatan
pembangunan infrastruktur dan ekonomi nasional. Namun, proses ini
kerap menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan yang signifikan,
terutama terhadap kelompok masyarakat yang kehilangan tempat
tinggal, mata pencaharian, dan identitas sosial-budaya. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis politik hukum penanganan dampak
sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah, dengan fokus
pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 sebagai kebijakan
terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta
teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan pandangan
para ahli. Fokus utama kajian diarahkan pada bagaimana kebijakan ini
mengatur aspek keadilan, perlindungan hak, dan partisipasi
masyarakat terdampak dalam konteks pembangunan nasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum penyediaan
tanah di Indonesia masih bersifat top-down dan berorientasi pada
pembangunan ekonomi, sehingga sering mengesampingkan
perlindungan sosial dan keadilan substantif bagi masyarakat
terdampak. Meskipun Perpres No. 78 Tahun 2023 telah memuat
ketentuan mengenai penanganan dampak sosial, implementasinya di
lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan, terutama dalam
hal perlindungan hak ulayat masyarakat adat dan kelompok rentan
lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perumusan ulang arah politik
hukum yang lebih demokratis, berbasis hak asasi manusia, dan
menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengadaan tanah.
Reformasi kebijakan diperlukan agar pembangunan nasional tidak
hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin
keberlanjutan sosial dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Politik Hukum, Dampak Sosial, Penyediaan Tanah,
Pembangunan Nasional, Hak Masyarakat.
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ABSTRACT

Sidigq, Aryo, 2025. Legal Policy for Handling Social Impacts on
Society in the Framework of Land Provision for National Interests.
Thesis of the State Administrative Law Study Program, Faculty of
Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of
Pekalongan. Advisor Agung Barok Pratama, M.H.

Land provision for national development is an inevitable
strategic policy in efforts to accelerate national infrastructure and
economic development. However, this process often has significant
social impacts, especially for groups of people who lose their homes,
livelihoods, and socio-cultural identities. This study aims to analyze
the legal policy for handling social impacts in the context of land
provision, focusing on Presidential Regulation Number 78 of 2023 as
the current policy. This study uses a normative legal approach, as
well as data collection techniques through literature studies of laws
and regulations, policy documents, and expert views. The main focus
of the study is directed at how this policy regulates aspects of justice,
protection of rights, and participation of affected communities in the
context of national development.

The results of the study show that the legal policy for land
provision in Indonesia is still top-down and oriented towards
economic development, so that it often ignores social protection and
substantive justice for affected communities. Although Presidential
Regulation No. 78 of 2023 contains provisions regarding handling
social impacts, its implementation in the field still shows various
weaknesses, especially in terms of protecting the customary rights of
indigenous peoples and other vulnerable groups. Therefore, it is
necessary to reformulate the direction of legal politics that is more
democratic, based on human rights, and ensures active community
participation in the land acquisition process. Policy reform is needed
so that national development does not only pursue economic growth,
but also ensures social sustainability and justice for all citizens.

Keywords: Legal Politics, Social Impact, Land Provision, National
Development, Community Rights.
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BAB |
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting
bagi kelangsungan hidup manusia. Kehidupan manusia sangat
bergantung pada daratan. Hubungan manusia dengan tanah bukan
hanya sekedar tempat tinggal, namun tanah juga menyediakan sumber
daya bagi manusia untuk bertahan hidup. Hukum agraria bukanlah
sebagai tanah dalam berbagai aspek, tetapi tanah yang dilihat dari
aspek yuridisnya yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang
juga merupakan bagian dari sebagaimana permukaan bumi.? Hal itu
telah di atur pada pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan atas dasar hak
menguasai dari negara yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
yang di aturnya ada macam-macam hak atas permukaan bumi yang
disebut tanah yang diberikan dan dapat dipunyai oleh berbagai
individu baik sendiri maupun kelompok dengan orang lain serta
berbadan hukum.

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan instrumen
utama dalam mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Hal
ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat amanat untuk

! Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: CV. Haji
Masagung, 1988), him. 197.
2 H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him. 7.



“memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa”®. Dalam menjalankan mandat ini, negara secara intensif
melaksanakan program pembangunan infrastruktur dan ekonomi
melalui berbagai skema, terutama melalui Proyek Strategis Nasional
(PSN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keberhasilan program-
program pembangunan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan
tanah, yang menjadi prasyarat utama bagi proyek-proyek seperti jalan
tol, kawasan industri, bendungan, hingga pusat logistik dan
transportasi.

Namun demikian, tanah sebagai objek pembangunan memiliki
nilai ganda. Di satu sisi, tanah adalah aset ekonomi dan ruang
pembangunan, namun di sisi lain, tanah adalah identitas, ruang hidup,
serta situs sejarah dan budaya bagi masyarakat, khususnya
masyarakat hukum adat dan komunitas lokal. Ketika pembangunan
memerlukan tanah dalam jumlah besar, muncul potensi konflik antara
kepentingan negara dan hak masyarakat. Ketegangan ini kemudian
melahirkan persoalan serius dalam hal penanganan dampak sosial
kemasyarakatan, terutama ketika pengadaan tanah dilakukan di atas
wilayah yang secara historis telah dihuni dan dikuasai masyarakat
tanpa memiliki bukti formal kepemilikan tanah.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum positif, seperti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mengatur prinsip-

3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.



prinsip keadilan, musyawarah, dan pemberian ganti kerugian.* Akan
tetapi, dalam praktiknya, proses pengadaan tanah masih sering
mengedepankan logika legal-formal tanpa memperhatikan struktur
sosial dan dinamika kultural masyarakat terdampak. Kondisi ini
diperparah oleh pendekatan teknokratik yang menitikberatkan pada
percepatan ~ pembangunan  tanpa  memperkuat  mekanisme
perlindungan sosial yang adil, partisipasi, dan berbasis hak asasi
manusia.

Salah satu kasus nyata yang menjadi bukti terjadinya Krisis
dalam tata kelola pengadaan tanah adalah konflik agraria di Pulau
Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada tahun 2023,
pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menetapkan Rempang Eco City sebagai bagian dari
Proyek Strategis Nasional, yang direncanakan menjadi kawasan
industri hijau berbasis teknologi dan energi bersih dengan nilai
investasi mencapai Rp381 triliun®. Proyek ini mencakup
pembangunan fasilitas manufaktur, pelabuhan, dan pemukiman baru,
yang menuntut pengosongan lahan seluas lebih dari 7.500 hektare dan
relokasi ribuan penduduk dari 16 kampung tua masyarakat Melayu
Rempang.®

Yang menjadi problem utama bukan sekadar pada persoalan

relokasi, tetapi pada hak historis dan kultural masyarakat atas tanah

4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Nasional

5 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Surat Penetapan Proyek
Rempang sebagai PSN, No. TAN.03.01/265/M.EKON/03/2023.

5 BPN Batam & LAM Batam, Profil Kampung Tua Rempang, 2023.



tersebut. Kampung-kampung tua tersebut telah berdiri sejak abad ke-
18, dan dihuni oleh masyarakat adat Melayu yang memiliki sistem
nilai, struktur sosial, dan ikatan genealogis yang kuat terhadap
wilayah tersebut.” Keberadaan mereka tidak tercatat dalam sistem
administrasi pertanahan nasional karena tidak memiliki sertifikat,
tetapi telah diakui secara de facto dan melalui dokumen sejarah lokal.
Sayangnya, negara tidak memperlakukan mereka sebagai subjek
hukum yang memiliki hak atas ruang hidup, melainkan sebagai
penghuni liar yang harus direlokasi demi proyek investasi.

Penolakan masyarakat Rempang terhadap relokasi kemudian
dijawab oleh negara melalui pendekatan kekuasaan. Aparat keamanan
dari TNI, Polri, dan Satpol PP diterjunkan untuk melakukan
pengamanan lahan, namun tindakan mereka memicu eskalasi
kekerasan yang melibatkan penangkapan, pemukulan, intimidasi
terhadap warga, hingga penggunaan gas air mata terhadap anak-anak
sekolah.® Peristiwa ini mendapat sorotan luas dari publik nasional dan
internasional. Komnas HAM dalam laporannya menilai bahwa
pendekatan aparat negara melanggar prinsip-prinsip HAM dan
berpotensi mengarah pada pelanggaran hak atas tempat tinggal,

keamanan, dan partisipasi warga negara.®

" Marzuki, M. H. (2023). “Melayu Rempang: Komunitas Adat dan Sengketa
Tanah.” Jurnal Antropologi Indonesia, 44(2), 117-135.

8 YLBHI, “Kekerasan Negara di Rempang: Melawan Lupa dan Penindasan,”
kekerasan terhadap Warga Kembali Terjadi: Cabut PSN Rempang Eco City — YLBHI
https://share.google/orZBcUvxOJw0S05YQ, diakses 6 Juli 2025.

% Komnas HAM RI, Laporan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Pulau
Rempang, 2023.
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Di tengah Kkrisis sosial tersebut, pemerintah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 sebagai perubahan
terhadap Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018. Perpres ini
memuat penyempurnaan mengenai definisi masyarakat terdampak,
tahapan identifikasi sosial, serta mekanisme pemberian kompensasi
atau restitusi. Salah satu muatan pentingnya adalah pengakuan
terhadap masyarakat yang tinggal di tanah negara atau HGU secara de
facto, meskipun tidak memiliki bukti hak milik.’® Namun demikian,
substansi Perpres ini masih dinilai belum cukup progresif, karena
tidak mencantumkan secara eksplisit pengakuan terhadap hak ulayat
masyarakat adat, tidak menjamin partisipasi yang bermakna, serta
tidak memiliki mekanisme pemulihan sosial yang holistik.

Dari perspektif politik hukum, peristiva Rempang dan
keluarnya Perpres 78 Tahun 2023 mencerminkan ketegangan antara
dua arus, kepentingan pembangunan nasional yang berorientasi pada
investasi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil,
khususnya komunitas adat. Dalam kerangka teori politik hukum,
seperti dijelaskan oleh Mahfud MD, hukum bukan sekadar norma,
melainkan hasil dari proses politik yang ditentukan oleh kepentingan
dominan.!! Ketika pembangunan dijadikan agenda utama oleh elite
negara, maka arah hukum pun condong mengikuti kepentingan

tersebut, dan berisiko mengorbankan kelompok marginal.

10 Republik Indonesia, Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Perpres Nomor 62 Tahun 2018, LNRI Tahun 2023 Nomor 130
11 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2011, him. 12-15.



Konsepsi hukum dalam konteks ini juga mencerminkan kritik
Satjipto Rahardjo bahwa hukum positif seringkali tidak mampu
menyelesaikan persoalan keadilan sosial jika hanya dijadikan sebagai
instrumen  administratif tanpa ruh keadilan.®> Negara yang
menekankan prosedur formal namun gagal melibatkan masyarakat
sebagai subjek pembangunan pada akhirnya menciptakan hukum
yang tidak berpihak, atau dalam istilah lain, hukum yang berjarak dari
rakyat.

Perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap arah dan
kecenderungan politik hukum yang mengatur penanganan dampak
sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk
pembangunan nasional. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai
sejauh mana regulasi dan kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor
78 Tahun 2023 telah menjamin keadilan substantif bagi masyarakat
terdampak, serta bagaimana hukum dapat berperan sebagai instrumen
koreksi sosial, bukan sekadar sebagai legitimasi kekuasaan. Oleh
sebab itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Politik
Hukum Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam

Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk

Pembangunan Nasional?

12 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Genta Publishing,
2007, him. 65-70.



2.

Bagaimana implikasi yuridis terhadap pengakuan dan
perlindungan hak ulayat?

Tujuan Penelitian

1.

Untuk menjelaskan Politik Hukum Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk
Pembangunan Nasional.

Untuk menjelaskan implikasi yuridis terhadap pengakuan dan

perlindungan hak ulayat.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat di peroleh dari hasil

penelitian ini adalah:

1.

Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman akademisi terhadap penerapan teori politik hukum
dalam pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan
negara dan rakyat.
Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan
sebagai bentuk kritik atas kebijakan yang ada. Serta sebagai
bentuk evaluasi kepada lembaga pembuat peraturan presiden

dalam pembentuk hukum yang sesuai dengan konstitusi.

Kerangka Teori

1.

Politik Hukum
Politik Hukum merupakan konsep yang menjelaskan arah
strategi dasar yang digunakan oleh negara dalam membentuk,

menerapkan, serta menegakkan hukum guna mencapai tujuan



berbangsa dan bernegara. Politik hukum tidak hanya berkaitan
dengan isi atau substansi hukum, tetapi juga dengan proses
pembentukannya, aktor-aktor yang terlibat, tujuan yang ingin
dicapai, serta dampaknya terhadap masyarakat secara luas.*®

Menurut Mahfud MD, Politik hukum dapat dimaknai
sebagao legal policy, yakni kebijakan dasar yang menentukan
arah, bentuk, serta isi hukum yang hendak dibentuk, termasuk
dalam hal pelaksanaan dan penegakkannya.!* Dengan kata lain,
politik hukum adalah intervensi negara dalam merancang sistem
hukum yang ideal menurut visi penguasa, demi mewujudkan
tatanan sosial politik tertentu.

Dalam kerangka teori ini, politik hukum menegaskan
bahwa hukum bukanlah entitas yang netral, melainkan merupakan
produk hukum dari kekuasaan politik dan sarat akan muatan
ideologis. Teori ini memandang hukum sebagai instrumen
kekuasaan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi,
sosial, dan budaya.’® Karena itu, pemahaman atas politik hukum
tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan dan kepentingan
yang melatarbelakanginya.

Untuk memahami arah dan corak politik hukum suatu
negara atau kebijakan tertentu, para ahli mengembangkan

sejumlah indikator politik hukum yang dapat digunakan untuk

13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (cet. Ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti), him. 4
14 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), him. 1
15 Bagir Manan, Teori dan Politik Hukum, (Yogyakarta: FH UlI Press, 2004), him.



mengevaluasi keselarasan antara norma hukum dan kepentingan
rakyat. Indikator tersebut antara lain:
a. Landasan filosofis dan ideologis
Politik hukum yang sehat berakar pada nilai-nilai
dasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber utama
norma dan moral publik.®
b. Tujuan dan orientasi kepentingan
Suatu kebijakan hukum seharusnya mencerminkan
kehendak rakyat, bukan sekadar alat untuk
melegitimasi kepentingan elite tertentu.*’
c. Proses legislasi dan partisipasi publik
Penetapan hukum harus melalui proses demokratis
dan partisipatif, melibatkan masyarakat sipil dan
kelompok terdampak.*®
d. Konsistensi terhadap  prinsip negara  hukum
(Rechtsstaat)
Politik hukum yang ideal harus menjunjung tinggi
rule of law, kesetaraan di hadapan hukum, serta
perlindungan hak asasi manusia.*®

e. Dampak sosial, ekonomi, dan kultural

16 Jimmly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta:Rajawali
Pers, 2006), him. 112.

17 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma dan Dinamika Masalahnya,
(Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), him. 21

18 Maria Farida Indrati, llmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), him. 124-125.

19 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah
Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”, (Makalah FH UNAIR,
Surabaya, 2004.)



10

Hukum yang dihasilkan seharusnya mampu
melindungi kelompok rentan, menjaga keadilan
distributif, serta menghormati nilai-nilai lokal
seperti hak ulayat masyarakat adat.?

Melalui indikator-indikator tersebut, kita dapat menilai
kesesuaian antara teori politik hukum dengan kenyataan empiris.
Misalnya, secara teoritik, hukum harus memberikan perlindungan
terhadap hak masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam Pasal
18B ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, berbagai
regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 justru
dapat mengabaikan hak ulayat demi akselerasi proyek strategis
nasional. Dalam situasi ini, indikator-indikator politik hukum
memperlihatkan ketimpangan antara norma (teori) dan fakta
(praktik hukum).

Dengan demikian, politik hukum adalah cabang kajian hukum
yang bersifat strategis dan kritis, karena tidak hanya mengkaji
hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen
kekuasaan yang dapat berfungsi melindungi rakyat atau,
sebaliknya, melegitimasi penindasan. Melalui pendekatan politik
hukum, kita dapat menilai secara objektif apakah suatu sistem
hukum berpihak pada keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan, atau

hanya sekadar alat formal kekuasaan.

20 R. Soepomo, Hukum Adat dalam Yurisprudensi, (Jakarta: Pradnya Paramita),
1985, him. 86
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2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang
melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang
tidak dapat diabaikan atau dicabut oleh siapapun. HAM lahir dari
pemikiran tentang martabat manusia dan berkembang dari
berbagai aliran filsafat dan hukum, termasuk pemikiran naturalis
dan positivis.

Pendekatan naturalis menyatakan bahwa HAM bersifat kodrati
dan universal melekat pada manusia sejak lahir tanpa memerlukan
pengakuan negara. Tokoh penting seperti John Locke mengatakan
bahwa hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan sebagai hak
alamiah manusia.?! Di sisi lain, pendekatan positivis menekankan
bahwa HAM menjadi efektif hanya jika diatur dalam hukum
positif suatu negara. Negara dipandang sebagai entitas yang
berperan menentukan dan menjamin perlindungan hak tersebut
melalui perangkat hukum.??

Dalam perkembangan kontemporer, HAM dipahami tidak
hanya sebagai hak individu tetapi juga mencakup hak kolektif,
seperti hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya
alam yang disebut sebagai hak ulayat. Hal ini diakui dalam
berbagai instrumen internasional seperti United Nations
Declaration on the Rights Indigenous Peoples (UNDRIP) dan
dalam hukum nasional seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

21 John Locke, Two Treatises of Government, (Cambridge Universaty Press, 1988),
him. 287.

22 Hans Kalsen, General Theory of Law and State, (Harved University Press, 1945),
him. 20.
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Konsep tiga kewajiban negara dalam HAM yaitu, to protect,

dan to fulfil menjadi kerangka kerja normatif bagi negara dalam

menjalankan tanggung jawabnya?®:

a. To Respect berarti negara tidak boleh melakukan tindakan

yang mengurangi atau mengabaikan HAM, termasuk hak
ulayat masyarakat adat.

. To Protect berarti mengharuskan negara mencegah pihak
ketiga (misalnya korporasi) agar tidak merampas atau
merusak hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya
mereka.

To Fulfil berarti mengharuskan negara mengambil
langkah-langkah aktif untuk memastikan masyarakat adat

dapat menikmati haknya termasuk melalui pengakuan

hukum, pemberdayaan, dan restitusi.

Dalam lingkup hak ulayat, ketiga jawaban tersebut menjadi

sangat penting karena masyarakat adat sering menghadapi

marginalisasi dan pengabaian terhadap hak-hak kolektif mereka.

Oleh karena itu, kerangka teori HAM yang memuat pendekatan

universal dan kewajiban negara menjadi dasar penting untuk

menilai sejauh mana negara telah melaksanakan tanggung

jawabnya terhadap perlindungan hak masyarakat adat.

23 UN Committe on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General

Comment No. 12 The Rights to Adequate Food, E/C.12/1000/5, 1999.
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Tabel 1.1
No Nama Metode dan Fokus dan | Perbandingan | Perbandingan
Peneliti, Teori Hasil dengan dengan skripsi
Judul, dan Penelitian Penelitian Ini saya
Tahun
1 | Rahayu Normatif- Perlindungan | Fokus pada Skripsi saya
Setyawati empiris hukum bagi implementasi | menitikberatkan
(2020) Teori masyarakat hukum, bukan | pada politik
Perlindungan | Keadilan terdampak arah politik hukum dan
Hukum (Rawls), PSN masih hukumnya. bagaimana
Terhadap Hukum lemah, struktur
Masyarakat | Pembangunan | implementasi kebijakan itu
Terdampak ganti rugi tidak sendiri
Pembebasan menjamin melahirkan
Tanah untuk kelangsungan dampak sosial.
PSN.% sosial-

ekonomi.

24 Rahayu Setyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terdampak
Pembebasan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, Tesis Magister Hukum, (Universitas
Gadjah Mada, 2020)
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Dian Kualitatif- Implementasi | Penelitian Skripsi saya
Pratama deskriptif Perpres No. 62 | bersifat studi lebih

(2021) Teori Tahun 2018 kasus lokal. konseptual,
Implementasi | Kebijakan tidak efektif, mengkaji arah
Penanganan | Publik, Politik | partisipasi dan dinamika
Dampak Hukum, HAM | masyarakat politik hukum
Sosial di rendah. secara nasional,
Karawang.? bukan lokal.
Fikri Normatif Negara Fokus pada Skripsi saya
Alamsyah yuridis melakukan masyarakat membahas
(2022) Teori Politik | dominasi atas | adat. masyarakat
Politik Hukum, tanah ulayat, terdampak
Hukum Hegemoni, hukum secara luas,
Pengadaan Hak Kolektif | menjadi alat tidak terbatas
Tanah dan kekuasaan. pada
Implikasinya masyarakat
terhadap adat.
Masyarakat

Adat.?®

Lestari Dwi | Kualitatif Relokasi Fokus pada Skripsi saya
Rahmawati fenomenologis | mengakibatkan | aspek menggabungkan
(2023) Teori hilangnya sosiologis. dimensi sosial
Penanganan | Disintegrasi relasi sosial dan hukum
Sosial Sosial, dan identitas dalam

Proyek Perlindungan | lokal. pendekatan

% Dian Pratama, Implementasi Kebijakan Penanganan Dampak Sosial Akibat
Pembebasan Tanah pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus di Kabupaten Karawang,
Skripsi Ilmu Administrasi Negara, (Universitas Indonesia, 2021)

% Fikri Alamsyah, Politik Hukum Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Nasional
dan Implikasinya Terhadap Hak Masyarakat Adat, Tesis Magister Hukum, (Universitas

Andalas, 2022)
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Bendungan | Sosial politik hukum
Bener.?’ yang sistemik.
Shinta Ayu Yuridis- Pemerintah Fokus pada Skripsi saya
Larasati normatif abai terhadap | norma HAM. | memadukan
(2021) Teori HAM, prinsip-prinsip HAM, politik
Perspektif Keadilan HAM, tidak hukum, konsep
HAM dalam | Sosial menjamin hak penyediaan
Penanganan ekonomi dan tanah dan
Dampak sosial warga. masyarakat
Sosial hukum adat
PSN.% dalam analisis
kebijakan
hukum secara
menyeluruh.

Berdasarkan perbandingan terhadap lima penelitian terdahulu,

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi

konseptual dan normatif yang signifikan dalam kajian hukum

terkait pengadaan tanah dan dampak sosialnya. Jika sebagian besar

penelitian terdahulu berfokus pada aspek implementatif, studi

kasus lokal, masyarakat adat, atau norma HAM secara parsial,

maka skripsi ini hadir dengan pendekatan politik hukum yang

komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membahas hukum positif

atau pelaksanaannya, tetapi juga menelaah secara kritis bagaimana

negara membentuk arah kebijakan hukum melalui kekuasaan yang

27 Lestari Dwi Rahmawati, Analisis Penanganan Dampak Sosial Terhadap
Masyarakat Akibat Proyek Infrastruktur Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener, Skripsi
Sosiologi, (Universitas Diponegoro, 2023)

%8 Shinta Ayu Larasati, Penanganan Dampak Sosial dalam Proyek Strategis
Nasional Ditinjau dari Perspektif HAM, Tesis Magister Hukum, (Universitas Airlangga,

2021)
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berdampak terhadap  masyarakat secara luas. Dengan
menggabungkan teori politik hukum, HAM, konsep penyediaan
tanah untuk pembangunan nasional dan masyarakat hukum adat
penelitian ini menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan hukum
yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menghadapi
tantangan sosial akibat pembangunan nasional. Dengan demikian
peneliti berasumsi bahwa penelitian dengan judul Politik Hukum
Penanganan Dampak Sosial Kemsyarakatan Dalam Rangka
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional memiliki unsur
kebenaran atau memiliki unsur kebaruan temuan dari sebuah

peneliti (Novelty).

G.  Metode Penelitian

Secara filosofis, penelitian hukum berarti sebuah upaya
mencari kebenaran hakiki akan gejala yuridis dan fakta empiris yang
ada. Penelitian hukum yang merupakan proses bertindak dan berpikir
secara logis serta sistematis berguna untuk mengetahui kebenaran yang
ada dan bisa bermanfaat bagi kehidupan sosial.?® Untuk memperoleh
hasil penelitian yang maksimal maka menentukan metode penelitian
dalam melakukan penelitian adalah suatu hal yang penting. Oleh karena

itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
Yuridis-Normatif. Dimana metode tersebut digunakan untuk

mengkaji serta meneliti apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi

% Deassy J.A, Hehanussa, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Widina Bhakti
Persada Bandung, 2023)
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tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan
kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma

hukum yang relevan.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (statue approach),
pendekatan berikut ini disebut sebagai metode yuridis untuk
meneliti semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini
mampu melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan
mempunyai 3 (tiga) sifat, Pertama (comprehensive) atau
menyeluruh yang berarti norma-norma hukum yang ada
didalamnya dan berkaitan dengan norma-norma hukum yang ada
didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara
logis; Kedua (all inclusive) atau semua inklusif yang berarti
kumpulan norma hukum dapat dicukupkan dan mampu
menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan
terjadi kekurangan hukum; Ketiga (sistematic) atau sistematis
yang berarti menjadikan tautan antara yang satu dengan yang
lainnya dan norma-norma hukum tersebut dapat tersusun secara

sistematis.®!

Pendekatan konseptual atau (conceptual approach),

pendekatan ini datang dari berbagai pandangan dan doktrin-

% David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi
dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Jurnal Hukum dan Peradilan vol. 8, no.8
(Padang : UM- Tapsel Press, 2021), him. 2467.

31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University

Press, 2020), him. 56.
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doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan
memahami dan mempelajari didalam ilmu hukum tersebut
memungkinkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.®?

Pendekatan sejarah atau (Historical approach), pada
pendekatan sejarah pada penelitian hukum merupakan telaah
sejarah dari perkembangan hukum. Pendekatan ini diperlukan
dalam melihat filosofi dan pola pikir pembentukan hukum yang

ada di masa lalu hingga berkembang di masa sekarang.

2. Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang
sesuai pada topik penelitian ini berikut, Dimana di antaranya

ialah:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
bersifat mengikat dan mencakup ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah
dalam pembuatan perundang undangan yang berkaitan dengan
judul dan penelitian yang dilakukan. Adapun data primer yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi:

32 1ka Atikah, Metode Penelitian Hukum (Sukabumi: Haura Utama, 2022),
him. 58.

33 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Edisi Revisi, Jakarta:
Kencana, 2017), him. 93
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1) Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2023 tentang perubahan
atas Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan
Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber-sumber hukum sekunder yang digunakan
dalam skripsi ini memperkuat analisis secara mendalam. Teori
politik hukum dari Mahfud MD, Satjipto Rahardjo, dan Jimly
Asshiddigie menjelaskan bahwa hukum bukan sekadar norma
tertulis, tetapi juga cerminan kehendak politik negara yang
sering kali dipengaruhi kepentingan pembangunan. Dalam
konteks penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional,
hukum cenderung berpihak pada kepentingan negara dan
investor, sehingga mengabaikan aspek keadilan sosial,
khususnya bagi kelompok masyarakat adat.

Selain itu, kajian dari para ahli seperti Maria SW
Sumardjono menunjukkan bahwa proyek pembangunan kerap
menimbulkan dampak sosial yang signifikan, termasuk
penghilangan hak ulayat, peminggiran masyarakat hukum
adat, dan ketimpangan perlindungan hukum. Analisis Kkritis
terhadap Perpres No. 78 Tahun 2023 dari lembaga seperti
KPA, Bappenas, dan Pusat Studi Agraria IPB memperkuat
pandangan bahwa kebijakan penyediaan tanah masih lemah
dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Dengan demikian,
seluruh sumber ini menyimpulkan bahwa arah politik hukum

saat ini perlu dikaji ulang agar lebih berpihak pada keadilan,
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pengakuan, dan perlindungan hukum yang sejati terhadap
masyarakat adat dalam proses pembangunan nasional..
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan
adalah dengan menggunakan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan
kategorisasi. Penulis menginventarisasi data dan informasi teoritis
dari berbagai literatur seperti buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah,
dokumen resmi, dan website resmi yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian yang hendak penulis angkat. Untuk
selanjutnya diklasifikasikan dan kategorisasikan sesuai dengan isu
penelitian hukum.*
4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penulis menggunakan teknikn perskriptif analitis dalam
mencoba menguraikan permasalahan yang ada.*®* Dengan
mengkritisi permasalahan melalui analisis sumber data yang ada
menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan penulis. Dan pada
kesimpulannya dari uraian permasalahan yang ada bertujuan
untuk memberikan argumentasi benar atau salah atau apa yang
seharusnya menurut hukum terhadap fakta yang ditemukan dalam
penelitian.
H. Sistematika Penulisan
Rencana pada penelitian berikut akan dilakukan penyusunan
lebih komprehensif dan disajikan lebih variatif yang berbentuk tulisan

34 Tahir et al, Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan
Praktik, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

35 Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,
Law Review V, No. 3 (2020): 89
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karya ilmiah skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini akan dituliskan
kedalam lima bab. Di dalam setiap bab akan dijelaskan lebih rinci
dalam sub bab untuk mengasilkan bagian dari pokok bahasan utama,
lebih jelasnya diuraikan yakni diantaranya:

Bab pertama Pendahuluan. Pada bab berikut berisi
pendahuluan yang didalamnya terdapat serangkaian bahasan
mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari
penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode dalam
penyusunan penelitian, serta sistematika penulisannya.

Bab kedua Landasan Teori. Pada bab berikut memuat
mengenai landasan teori, dimana pada bab berikut berisi teori yang
dipakai guna menyusun skripsi yang berkaitan dengan subjek dan
objek yang diteliti.

Bab ketiga Hasil Penelitian, bab ini menguraikan terkait
Politik Hukum Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam
rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, dengan
menguraikan dari sejarah penerbitan tersebut hingga disahkanya.

Bab keempat Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis
menguraikan terkait analisis data mengenai Implikasi Yuridis
Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat.

Bab kelima, Penutup. Pada bab kelima penulis menguraikan
kesimpulan berdasarkan pembahasan yang sudah di uraikan dengan
memberikan penilaian menurut hukum positif yang berlaku. Serta
memberikan rekomendasi saran untuk peneliti selanjutnya, pihak

yang terkait dengan penelitian, dan masyarakat secara u



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Politik hukum Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023
menunjukkan adanya upaya negara dalam mempercepat pengadaan
tanah untuk pembangunan strategis nasional, terutama dalam rangka
percepatan investasi. Namun, pendekatan yang digunakan dalam
perubahan ini cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi
makro dan investasi, tanpa memberikan penguatan yang signifikan
terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum
adat khususnya hak ulayat. Secara normatif Perpres No. 78 Tahun
2023 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme identifikasi,
pengakuan, dan perlindungan hak ulayat dalam proses pengadaan
tanah. Keseluruhan kebijakan ini mencerminkan lemahnya komitmen
negara terhadap keadilan sosial dan hak konstitusional masyarakat

hukum adat.

Perpres Nomor 78 Tahun 2023 menimbulkan implikasi yuridis
terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum
adat, karena tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai keberadaan
dan perlindungan wilayah adat dalam proyek strategis nasional. Hal
ini  menyebabkan hak ulayat melemahnya pengakuan dan
perlindungan kedudukan hukum yang jelas dan rentan diklaim
sebagai tanah negara. Selain itu, masyarakat adat mengalami
pelanggaran HAM dan disingkirkan dari proses pengambilan
keputusan, sehingga berdampak pada hilangnya hak budaya, identitas,
dan nilai-nilai tradisional yang selama ini melekat pada wilayah adat.

98
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B. Saran
1. Kepada Pemerintah Pusat, khususnya pembentuk kebijakan,
diharapkan dapat merevisi atau menambahkan ketentuan dalam
Peraturan Presiden terkait pengadaan tanah agar secara eksplisit
mengakomodasi pengakuan dan perlindungan hak ulayat
masyarakat hukum adat. Hal ini penting untuk mencegah

terjadinya konflik agraria dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

2. Kepada Pemerintah Daerah, agar lebih proaktif dalam
mengidentifikasi dan menetapkan keberadaan masyarakat hukum
adat serta wilayah hak ulayatnya melalui peraturan daerah dan
instrumen hukum lainnya. Langkah ini menjadi prasyarat penting
agar hak ulayat memperoleh pengakuan hukum yang sah dan dapat

dilindungi dalam proses pengadaan tanah.

3. Kepada Lembaga Pelaksana Pengadaan, perlu dilakukan
penyelarasan antara kebijakan pengadaan tanah dengan prinsip-
prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak masyarakat
adat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipasi,
konsultasi publik, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya

dan kearifan lokal.

4. Kepada Akademisi dan Masyarakat Sipil, perlu terus untuk
mendorong dalam bentuk kajian, riset, advokasi, dan penguatan
kapasitas masyarakat hukum adat agar mereka memiliki
pemahaman dan posisi tawar yang lebih baik dalam menghadapi
proses pembangunan, khususnya yang terkait dengan tanah dan

sumber daya alam.
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5. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena karena menggunakan
pendekatan yuridis normatif tanpa disertai data empiris dari
masyarakat hukum adatyang terdampak langsung oleh proyek
strategis nasional. Selain itu, kurangnya data lapangan dan studi
perbandingan menyebabkan analisis lebih bersifat konseptual dan
teoritis. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya di sarankan
agar dilakukan pendekatan empiris melalui studi lapangan,
wawancara dengan komunitas adat, dan analisis perbandingan
antar wilayah. Pendekatan multidisiplin yang memadukan ilmu
hukum, antropologi, dan sosiologi juga akan memperkaya
pemahaman terhadap dinamika pengakuan dan perlindungan hak

ulayat kebijakan pembangunan nasional.
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